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QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG 

PROVINSI ACEH 
 

NOMOR 4 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 22 

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN                    

MENARA TELEKOMUNIKASI  
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 
 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI ACEH TAMIANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 dengan amar 

putusan yang mengabulkan gugatan permohonan 

seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 
124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan 

tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2℅ (dua 

persen) dari NJOP PBB menara telekomunukasi 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia, maka perlu membuat formulasi 

terhadap tarif retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi;   

b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia Nomor : S-743/PK/2015 tentang 
Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah 

Konstitusi atas perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014, 
perlu menetapkannya tarif retribusi pengendalian 

menara telekomunikasi dalam Qanun; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun 

Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang ...  

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 

Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, 

Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4176); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6394); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan...  
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5145); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3980); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe 

Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 
38); 

15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 

Tamiang Tahun 2011 Nomor 22); 

 

 
 

Dengan...  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG 

dan 

BUPATI ACEH TAMIANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN 

KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 22 TAHUN 2011 
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 

TELEKOMUNIKASI  
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh 
Tamiang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh 

Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang 
Tahun 2011 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya 

disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur 
penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang 

terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah kabupaten 

Aceh Tamiang. 
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh 

Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Persandian Kabupaten Aceh Tamiang. 

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara 
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana 

pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha 

lainnya. 

7. Komunikasi... 
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7. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan 

siapa, mengatakan apa, dengan saluran, kepada 
siapa. 

8. Informatika adalah kumpulan disiplin ilmu (scientific 
disipline) dan disiplin teknik (engineering disipline) 
yang secara spesifik menyangkut transpormasi/ 
pengolahan dari “fakta simbolik” (data/informasi) 

yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin 

otomatis/komputer. 
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 

pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap 

informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, 

gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, 
optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 

10. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat 

telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan 
dalam bertelekomunikasi. 

11. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga 
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 

12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi 

sebagai sarana penunjang untuk menempatkan 
peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk 

konstruksinya disesuaikan dengan keperluan 

penyelenggaraan telekomunikasi. 
13. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut 

menara, adalah bangunan-bangunan untuk 

kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, 

atau bangunan yang merupakan satu kesatuan 
konstruksi dengan bangunan gedung yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum yang 

struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang 
diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk 

tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan 

konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang 
menempatkan perangkat telekomunikasi. 

14. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, 

koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha 
milik negara, badan usaha swasta, instansi 

pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan 

negara yang menyelenggarakan kegiatan 

telekomunikasi. 
15. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, 

badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara 

atau  badan usaha swasta yang memiliki dan 
mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan 

bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. 

16. Pengelolaan... 
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16. Pengelola menara adalah badan usaha yang 

mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang 
dimiliki oleh pihak lain. 

17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa 

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, 

fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Baadan. 

19. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau 

Badan. 

20. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau 

Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau 

pemotong Retribusi perizinan tertentu. 
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, 

penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi 

serta pengawasan penyetorannya. 

22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah retribusi yang 

terutang. 

24. Surat Ketatapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat 

keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 

tidak seharusnya terutang. 

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau  denda. 

26. Surat... 
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26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan 

atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi. 

27. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat 

NPWRD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib 

Retribusi sebagai sarana  dalam administrasi 
pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 

Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
retribusinya.   

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundnag-undangan retribusi daerah. 

29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 

Pegawai Ngeri Sipil yang selanjutnya disebut 

Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang Tindak 

Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya.   
 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 8 

 

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(RPMT) ditetapkan dengan formulasi sebagai 

berikut: 

Keterangan :  
RPMT= Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi 

(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan 

frekuensi pengendalian dan pengawasan. 

(3) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya 

operasional pengendalian dan pengawasan, 

dengan komponen biaya : transportasi, perjalanan 
dinas dalam daerah dan alat tulis kantor (ATK). 

(4) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.100.000 

(dua juta seratus ribu rupiah) per menara per 

tahun. 
 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal... 
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Pasal 11 
 

(1) Pendataan dilakukan terhadap seluruh pemilik 

menara telekomunikasi yang berdomisili di 
wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang 

melakukan aktifitas penyelenggaraan jasa 

komunikasi dan informasi bertujuan untuk 
menghimpun data objek retribusi dan wajib 

retribusi. 

(2) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh dinas dengan disertai 

Formulir pendataan Objek Retribusi dan Formulir 

Pendaftaran Wajib Retribusi yang diisi dengan 
benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani 

oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya. 

(3) Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada dinas yang membidangi 

retribusi untuk diterbitkan NPWRD. 
 

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 26 
 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 

diancam denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 

retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.    
 

Pasal II 
 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. 

 

 
 

      

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Diundangkan di Karang Baru 
pada tanggal,   14 Desember     2020 M 

               19 Rabiul Akhir 1442 H 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH TAMIANG, 

dto 

BASYARUDDIN 

 

 

Ditetapkan di Karang Baru 
pada tanggal,   14 Desember     2020 M 

       19 Rabiul Akhir 1442 H 
 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

dto 

MURSIL 

 

 

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR  4 ..... 

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (4/99/2020) 
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